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ABSTRAK 
 
MUSDALIFAH, B 121 12 178, Tinjauan Hukum Pelaksanaan Fungsi 
Dan Tugas Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Dalam Pengawasan 
Hubungan Kerja Di Kab. Pangkep . (Dibimbing oleh Achmad Ruslan 
selaku Pembimbing I dan Muh. Hasrul selaku Pembimbing II). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi dan tugas 
Dinas sosial dan Tenaga Kerja dalam pengawasan hubungan kerja di 
Kabupaten Pangkep. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas 
sosial dan Tenaga Kerja dalam pengawasan hubungan kerja di 
Kabupaten Pangkep. 
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan teknik 
pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. Data 
dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara di lapangan, dan data 
sekunder dari referensi-referensi, seperti peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di 
Kabupaten Pangkep. 
Adapun hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Pelaksanaan fungsi dan 
tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkep dalam 
pengawasan hubungan kerja yaitu berdasar pada Rencana Strategis 
(Renstra) yang berisi program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah 
ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan hubungan 
kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memonitoring dan mengevaluasi 
perusahaan-perusahaan dan pekerja/serikat pekerja, serta melakukan 
sosialisasi peraturan-peraturan tentang ketenagakerjaan, bimbingan 
teknis dan pembinaan terhadap pelaku hubungan kerja demi terciptanya 
hubungan kerja yang baik antara perusahaan dan pekerja/serikat pekerja 
tanpa terjadi pelanggaran/penyimpangan. Kedua, Faktor-faktor yang 
menghambat pelaksanaan pengawasan hubungan kerja oleh Dinas Sosial 
dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkep adalah faktor sumber daya 
manusia yakni kurangnya tenaga pengawas ketenagakerjaan dan faktor 
anggaran yang kurang untuk pengawasan ketenagakerjaan di Kabupaten 
Pangkep. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Hubungan industrial merupakan suatu sistem hubungan yang 
terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang 
terdiri dari unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah yang didasarkan 
pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.1 Hubungan industrial adalah 
keseimbangan antara tujuan dan kepentingan bagi pekerja dan 
pengusaha dalam proses produksi barang dan jasa di perusahaan. Artinya 
para pekerja dan pengusaha secara individu dan kolektif mempunyai 
tujuan dan tanggung jawab yang sama, karena dengan sukses hubungan 
industrial, baik pekerja maupun pengusaha akan mendapat manfaat baik 
secara individual maupun bagi organisasi perusahaan. 
Pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan selalu dipengaruhi 
oleh dinamika masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya selalu 
menghadapi tantangan dan rintangan dan berpengaruh pada kondisi 
hubungan kerja yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Secara garis 
besar, permasalahan yang terjadi dalam hubungan kerja berpengaruh 
kepada hubungan industrial, antara lain meliputi pemahaman teknis 
undang-undang bidang hubungan industrial tentang hakekat hubungan 
kerja, mengenai permasalahan perjanjian kerja yang menjadi dasar 
terbitnya hubungan kerja yang diatur tentang hak dan kewajiban para 
                                                          
1 Undang-undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (16) 
2 
pihak, penggunaan perjanjian kerja waktu tertentu untuk semua jenis 
pekerjaan dan kecenderungan menggunakan pekerja outsourcing, dan 
upaya-upaya perbaikan syarat kerja yang diatur dalam ketentuan normatif. 
Aloysius Uwiyono memandang hubungan kerja dalam konteks 
hukum Indonesia adalah bahwa hubungan kerja berkaitan dengan 
hubungan kontraktual2 yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha. 
Oleh karenanya hubungan kerja didasarkan pada perjanjian kerja, 
perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan. Hubungan hukum 
yang berdasarkan pada hubungan kontraktual sebenarnya telah dianut di 
Indonesia sejak berlakunya Burgelijk Wetboek (BW)3 atau yang lazim 
sekarang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
Berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak4 dalam hukum perdata/hukum 
privat, dinyatakan bahwa siapapun yang memenuhi syarat berhak 
melakukan  perjanjian dengan pihak lain dan perjanjian tersebut berlaku 
sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. 
Pada dasarnya hubungan kerja, yaitu hubungan antara pekerja dan 
pengusaha terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan 
pengusaha di mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk 
                                                          
2 Aloysius Uwiyono, “Dinamika Ketentuan Hukum tentang Pesangon,” dalam http:// 
www.Hukumonline diakses pada tanggal 9 Desember 2016 
3Indonesia masih menggunakan dasar hukum dalam BW/KUH Perdata, khususnya juga 
mengenai masalah hukum perburuhan mulai dari pasal 1601 a – pasal 1752 KUH Perdata.  
4Asas kebebasan berkontrak mempunyai hubungan erat dengan asas konsensualisme 
dan asas kekuatan mengikat yang terdapat dalam Pasal 1338 (Ayat 1) KUH Perdata. Asas 
kebebasan berkontrak (contravijheid) berhubungan dengan isi perjanjian yaitu kebebasan 
menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan. Lihat Sutan Remi Sjahdeini, 
Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank 
di Indonesia, Jakarta : Institut Bankir, 1993, hal. 105. 
3 
menerima upah dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk 
mempekerjakan pekerja dengan membayar upah.5 Di dalam Pasal 50 UU 
No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa hubungan kerja 
terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja.6  
Pengertian perjanjian kerja diatur dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata, dalam Pasal 1601 a KUH Perdata disebutkan kualifikasi 
agar suatu perjanjian dapat disebut perjanjian kerja. Kualifikasi yang 
dimaksud adalah adanya pekerjaan, di bawah perintah, waktu tertentu dan 
adanya upah.7 Kualifikasi mengenai adanya pekerjaan dan di bawah 
perintah orang lain menunjukkan hubungan subordinasi atau juga sering 
dikatakan sebagai hubungan diperatas (dienstverhouding), yaitu 
pekerjaan yang dilaksanakan pekerja didasarkan pada perintah yang 
diberikan oleh pengusaha. 
Adapun masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Pangkep, seperti 
yang diberitakan pada media online, sekitar 650 karyawan datang untuk 
menemui manajemen PT Daya Cayo dan Plt Kadis Sosial dan Tenaga 
Kerja Kabupaten Pangkep. Mereka menuntut hak gaji karena PT Daya 
Cayo tidak membayarkan keterlambatan gaji karyawan bulan April- Mei 
dan Juni tanggal 3 Juni 2016.8 Dan masalah selanjutnya adalah PT Karya 
Sentari Biring Kassi Tonasa Kabupaten Pangkep belum membayarkan 
                                                          
5Imam Soepomo,  Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan, 1999, hal.88. 
6 Undang-undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 50 
7R. Goenawan Oetomo, Pengantar Hukum Perburuhan dan Hukum Perburuhan di Indonesia 
(Jakarta: Grhadika Binangkit Press, 2004) Hal. 15  
8 http://makassar.tribunnews.com/2016/06/08/650-karyawan-pt-daya-cayo-kepung-dinsos-
pangkep-tuntutan-gaji-thr-dan-pesangon Diakses Pada 20 Agustus 2016 
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Tunjangan Hari Raya, upah bulan mei belum dibayarkan dan upah 
karyawan yang rendah.9 Hal ini menunjukkan masih lemahnya fungsi 
pengawasan oleh pengawas ketenagakerjaan di daerah Kabupaten 
Pangkep. 
Fungsi pengawasan memegang peranan dan pengaruh yang 
sangat besar dalam suatu kegiatan. Hal ini disebabkan pengawas 
mempunyai hubungan yang terdekat dengan kegiatan yang diawasinya. 
Baik buruknya hasil yang diawasi secara langsung diketahui oleh 
pengawas. Oleh karena itu salah satu faktor pendorong keberhasilan 
pengawasan ter gantung kepada keahlian dan keterampilan pengawas.  
Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkep yang 
merupakan perpanjangan tangan pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial 
dan Tenaga Kerja di daerah adalah penyelenggara tugas dan fungsi 
Departemen Tenaga Kerja dibidang pembinaan ketenagakerjaan dan 
pengawasan norma kerja di daerah. Salah satu diantaranya adalah 
pengawasan atas pengawasan hubungan kerja di Kabupaten Pangkep. 
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkep amat berperan dan 
bertanggung jawab dalam pengawasan hubungan kerja di Kabupaten 
Pangkep. 
Sehubungan dengan kewenangan bidang ketenagakerjaan dalam 
otonomi daerah sedemikian luas, maka daerah dapat meningkatkan 
kualitas dan kuantitas pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh 
                                                          
9 http://lintassulsel.com/sudah-jatuh-tempo-perusahan-perusahan-belum-berikan-thr/2709/ 
Diakses pada 20 Agustus 2016 
5 
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk wilayah Kabupaten Pangkep. 
Terutama pelaksanaan pengawasan hubungan kerja sangat besar dan 
diharapkan peranan Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan tujuan otonomi 
daerah, yaitu pemberdayaan daerah untuk peningkatan kesejahteraan 
rakyat secara menyeluruh dan pekerja/buruh secara khusus. 
Berdasarkan pemaparan diatas, penulis memfokuskan untuk 
meneliti sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar 
Sarjana Hukum dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Fungsi Dan Tugas 
Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Dalam Pengawasan Hubungan Kerja Di 
Kabupaten Pangkep”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan 
masalah dalam proposal penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas sosial dan 
Tenaga Kerja dalam pengawasan hubungan kerja dan di Kabupaten 
Pangkep? 
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi dan 
tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam pengawsan hubungan 
kerja di Kabupaten Pangkep? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka  tujuan dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas sosial dan 
Tenaga Kerja dalam pengawasan hubungan kerja di Kabupaten 
Pangkep. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan 
fungsi dan tugas Dinas sosial dan Tenaga Kerja dalam pengawasan 
hubungan kerja di Kabupaten Pangkep. 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/ 
sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat di dalam 
pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas sosial dan Tenaga Kerja dalam 
pengawasan hubungan kerja di Kabupaten Pangkep. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 
sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum terkhusus dalam bidang 
Hukum Administrasi Negara, terkait mengenai pelaksanaan fungsi 
dan tugas Dinas sosial dan Tenaga Kerja dalam pengawasan 
hubungan kerja di Kabupaten Pangkep. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi 
Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang 
harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau 
pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan 
yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat 
berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai 
seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan 
secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas 
tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan 
kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi 
merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan 
fungsi. Suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam 
melaksanakan tugas pokok.  
Tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, 
pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau 
melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas pokok sebagai 
suatu kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin 
dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan 
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gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau 
organisasi demi mencapai tujuan tertentu.10 
Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris function, yang 
berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu 
lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan 
tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam 
organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugasnya 
masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman 
atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan 
mencapai tujuan organisasi. Fungsi berkaitan erat dengan wewenang, 
yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau 
secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan 
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan 
hubungan-hubungan hukum.11 
Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) merupakan kesatuan pekerjaan 
atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek 
khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau 
pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. 
Dalam setiap organisasi pemerintahan, tugas pokok dan fungsi 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberadaan organisasi tersebut. 
Penetapan tugas pokok dan fungsi atas suatu unit organisasi menjadi 
landasan hukum unit organisasi tersebut dalam beraktifitas sekaligus 
                                                          
10 Muammar Himawan. Pokok-Pokok Organisasi Modern. Bina Ilmu. Jakarta. 2004. hlm. 38. 
11 Prajudi Admosudirjo. Teori Kewenangan. PT. Rineka Cipta Jakarta. 2001. hlm. 4. 
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sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi pada 
tataran aplikasi di lapangan. 
B. Tinjauan Tentang Pengawasan 
1. Definisi Pengawasan 
Berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan 
dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada 
didalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (Planning), 
fungsi pengorganisasian (Organizing), fungsi pelaksanaan (Actuating) dan 
fungsi pengawasan (Controlling) menurut Griffin12. Keempat fungsi 
manajemen tersebut harus dilaksanakan oleh seorang manajer secara 
berkesinambungan, sehingga dapat merealisasikan tujuan organisasi. 
Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya 
agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan 
efisien. 
Menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah13, mendifinisikan 
pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran 
kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian 
hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan 
tersebut. Sedangkan menurut Mathis dan Jackson14, menyatakan bahwa 
pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan 
berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas 
                                                          
12 Griffin, 2004. Manajemen, alih bahasa Gina Gania, Erlangga, Jakarta. Hal.44 
13 Ernie dan Saefullah. 2005. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Grasindo. Hal. 317 
14 John H. Jackson dan Mathis, Robert L. 2006. Human Resource Management Manajemen 
Sumber Daya Manusia, edisi 10. Jakarta: Salemba Empat. Hal. 303 
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penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan 
balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan. 
Defenisi ini tidak hanya terpaku pada apa yang direncanakan, 
tetapi mencakup dan melingkupi tujuan organisasi. Hal tersebut akan 
mempengaruhi sikap, cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasan yang 
akan dilakukan oleh seorang manajer. Pengawasan sangat penting 
dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya untuk 
mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan–penyimpangan 
dengan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan tersebut 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan 
sebelumnya. 
Menurut Harahap15, Pengawasan adalah keseluruhan sistem, 
teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk 
menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi 
benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya 
mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Sedangkan menurut Maringan 
16, pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil 
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, 
perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Selain itu menurut 
Dessler17, menyatakan bahwa pengawasan (Controlling) merupakan 
penyusunan standar - seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau level 
                                                          
15 Sofyan Sari Harahap. 2001. Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System). 
Jakarta : PT Pustaka Quantum. Hal 14. 
16 Masry S. Maringan.2004. Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia. 
Hal. 61 
17Gary Dessler dan Agus Dharma. 2009. Manajemen Personalia, Edisi 3. Jakarta: Erlangga. Hal 2 
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produksi; pemeriksaan untuk mengkaji prestasi kerja aktual dibandingkan 
dengan standar yang telah ditetapkan; mengadakan tindakan korektif 
yang diperlukan. 
Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan 
atau pemeriksaan kegiatan perusahaan untuk menjamin pencapaian 
tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan 
melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki 
kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Pengawasan yang efektif 
membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana 
dengan baik. Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses 
manajemen. Fungsi ini terdiri dari tugas-tugas memonitor dan 
mengevaluasi aktivitas perusahaan agar target perusahaan tercapai. 
Dengan kata lain fungsi pengawasan menilai apakah rencana yang 
ditetapkan pada fungsi perencanaan telah tercapai. 
Menurut G.R Terry dalam Hasibuan18 mengemukakan hal sebagai 
berikut: 
“Controlling can be defined as the process of determining what is to 
be accomplished, that is the standard; what is being accomplished, 
that is the performance, evaluating the performance and if 
necessary applying corrective measure so that performance takes 
place according to plans, that is, in conformity with the standard.”  
 
                                                          
18 Malayu P. Hasibuan. 2001. Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta : PT Bumi 
Aksara. Hal.242 
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Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa 
yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu 
pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan melakukan perbaikan-perbaikan, 
sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan 
standar.  
Menurut Henry Fayol dalam Harahap19 mengartikan pengawasan 
sebagai berikut:  
“Control consist in verifying whether everything occurs in conformity 
with the plan adopted, the instruction issued and principles 
established. It has objective to point out weaknesses and errors in 
order to rectify then prevent recurrance”.  
 
Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi 
sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan 
prinsip yang dianut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan 
kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari. Menurut 
Siagian20, bahwa pengawasan adalah memantau aktivitas pekerjaan 
karyawan untuk menjaga perusahaan agar tetap berjalan kearah 
pencapaian tujuan dan membuat koreksi jika diperlukan. Pengawasan 
secara umum berarti pengendalian terhadap perencanaan apakah sudah 
dilaksanakan sesuai tujuan atau penyimpangan dari tujuan yang 
diinginkan. Jika terjadi penyimpangan, pihak manajemen yang terkait 
dalam pengawasan harus memberikan petunjuk untuk melakukan 
perbaikan kerja, agar standar perencanaan tidak jauh menyimpang dari 
hasil yang diperoleh pada saat pelaksanaan. 
                                                          
19 Ibid, Hal. 10 
20 Siagian, Sondang P. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara. Hal. 10 
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2. Tujuan Pengawasan 
Dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi maka pengawasan 
perlu dilakukan agar segala sesuatu yang telah direncanakan dapat 
berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan ketika terjadi penyimpangan 
dapat langsung mengambil tindakan sebagai suatu koreksi. Karena 
pengawasan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi maka ada 
beberapa tujuan pengawasan yang berguna bagi pihak-pihak yang 
melaksanakan kegiatan pengawasan seperti yang dikatakan Soekarno21 
tujuan pengawasan adalah : 
a. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan 
instruksi. 
b. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai 
dengan rencana 
c. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien. 
d. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan 
dalam kegiatan. 
e. Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau 
kegagalan kearah perbaikan.  
Menurut Husnaini22, tujuan pengawasan adalah sebagai berikut : 
1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, 
penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.  
                                                          
21 Gouzali Saydam. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource) Suatu 
Pendekatan Mikro, Djanbatan, Jakarta. Hal. 197 
22 Husnaini. 2001. Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara. Hal.400 
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2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, 
pemborosan, dan hambatan.  
3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.  
4. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan 
dalam pencapaian kerja yang baik. 
Menurut Maringan23 menyatakan tujuan pengawasan adalah 
sebagai berikut: 
a. Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, 
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan.  
b. Agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang 
telah ditetapkan sebelumnya.  
Adapun tujuan pengawasan menurut I.G. Wursanto24 adalah 
sebagai berikut: 
1. Menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan 
kemacetan sebelum kemacetan itu timbul. 
2. Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan- 
kesalahan yang timbul. 
3. Mencegah penyimpangan-penyimpangan. 
4. Mendidik pegawai untuk mempertebal tanggung jawab. 
5. Memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan 
kelemahan-kelemahan yang timbul. 
                                                          
23 Masry S. Maringan.2004. Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia. 
Hal. 61 
24 I.G. Wursanto.2005. Dasar-Dasar Ilmu Oraganisasi. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 158 
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6. Mendapat efisiensi dan efektivitas.  
Adapun yang menjadi tujuan diadakannya pengawasan menurut 
Maman Ukas25  adalah sebagai berikut: 
a. Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi- 
informasi yang tepat pada waktunya, teliti dan lengkap tentang apa 
yang akan dan sedang dilakukan. 
b. Memberi kesempatan kepada mereka untuk meramalkan rintangan-
rintangan terhadap produktivitas secara teliti dan untuk mengambil 
langkah-langkah untuk menghapuskan atau mengurangi bentrokan 
dari gangguan semacam itu. 
c. Setelah kedua hal tersebut dilaksanakan kemudian mereka 
membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas 
yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan terhadap hasil 
yang diharapkan. 
d. Mencegah penyimpangan-penyimpangan serta memperbaiki 
kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan dan menindak 
penyalahgunaan dan penyelewengan. 
Berkaitan dengan maksud pengawasan, menurut Soewarno 
Handayaningrat26 (1996:143) “pengawasan dimaksudkan untuk mencegah 
atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, 
                                                          
25 Maman Ukas, 2006, Manajemen. Cetakan keenam Edisi Revisi. Penerbit Aghini. Bandung. 
Hal.335 
26 Soewarno Handayaningrat.1996.Pengantar Ilmu Administrasi Dan Manajemen. 
Jakarta: Gunung Agung. Hal. 143. 
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penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan 
wewenang yang telah ditentukan.” 
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud 
pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan 
segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, 
serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki 
ke arah yang lebih baik, maksud pengawasan bukan untuk mencari 
kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil 
pelaksanaan pekerjaannya sehingga para pegawai akan termotivasi untuk 
lebih teliti dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga mampu 
mengurangi kesalahan yang lebih kritis. 
C. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah 
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.27 Dimana Gubernur, Bupati, atau 
Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
                                                          
27 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
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sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.28 Pemerintah daerah 
yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan 
nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri. 
Pemerintah daerah identik dengan istilah otonomi. Pengertian 
otonomi pada bidang politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri 
kepentingannya. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi 
sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah 
internal tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila 
dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah sendiri berarti 
pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur 
pemerintahannya sendiri dengan caranya sendiri. Melaksanakan urusan 
pemerintah daerah dengan asas otonomi bukan berarti kebebasan seluas 
- luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan 
sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan 
sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah 
tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak 
berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat. 
Terlebih lagi pada konsep otonomi daerah yang dianut Indonesia adalah 
negara kesatuan.29 
 
                                                          
28 Pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
29 Wasisto Raharjo Jati, 2012. Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia, 
Jurnal Konstitusi. Hlm 746 
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Ciri – ciri pemerintah daerah menurut Oppenheim antara lain:30 
(1) Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil dari pada 
negara; 
(2) Adanya jumlah penduduk yang mencukupi; 
(3) Adanya kepentingan-kepentingan yang coraknya sukar dibedakan; 
(4) Adanya organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan 
kepentingan-kepentingan tersebut; 
(5) Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan. 
Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai 
satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan 
oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya 
dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat 
Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari 
kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari 
negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan 
Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke 
Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden 
berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.31 
Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain 
sebagai berikut:  
                                                          
30 Prabawa Utama, Pemerintahan Di Daerah. Jakarta: Indonesia-Hill-Co. 1991. Hal. 11 
31 Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
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a) Asas Desentralisasi  
Menurut Hendry Meddick menjelaskan desentalisasi adalah 
penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang/ 
fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom.32 Desentralisasi adalah 
penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah 
otonom berdasarkan asas otonomi (Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).  
Mengetahui lebih lanjut mengenai desentralisasi dijelaskan tentang 
cirinya menurut Smith sebagai berikut:33  
a. Penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan 
tertentu dari pemerintah pusat kepeda daerah otonom;  
b. Fungsi yang diserahkan dapat dirinci, atau merupakan fungsi yang 
tersisa (residual function);  
c. Penerima wewenang adalah daerah otonom;  
d. Penyerahan wewenang berarti wewenang untuk menetapkan dan 
melaksanakan kebijakan, wewenang mengatur dan mengurus 
kepentingan yang bersifat lokal;  
e. Wewenang mengatur adalah wewenang untuk menetapkan norma 
hukum yang berlaku umum dan bersifat abstrak;  
f. Wewenang mengurus adalah wewenang untuk menetapkan norma 
hukum yang bersifat individual dan kongkrit;  
g. Keberadaan daerah otonom adalah diluar hirarki pemerintah pusat;  
                                                          
32 Hanif Nurcholis, 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah,Grasindo, 
Jakarta. Hlm 9 
33 Ibid, Hlm 11. 
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h. Menunjukkan pola hubungan antara organisasi.  
Tujuan desentralisasi berdasarkan kepentingan pemerintah daerah 
adalah untuk mewujudkan politik yang berkualitas (political equality). 
Melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan lebih membuka 
kesempatan bagi masyarakat untuk berpartsipasi dalam berbagai aktifitas 
politik di tingkat lokal. Memperhatikan penjelasan yang terurai diatas, 
maka desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan kekuasaan-
kekuasaan tertentu yang dilakukan berdasarkan pertimbangan, inisiatif, 
hak dan kemandirian daerah itu sendiri. 
b) Asas Dekonsentrasi  
Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah 
pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, 
kepada instansi vertikal diwilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan 
Bupati/Walikota sebagai penenggung jawab urusan pemerintahan umum. 
Menurut Smith dekonsentrasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:34  
a. Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu 
yang dirinci dari pemerintah pusat kepada pejabat pemerintah 
pusat yang ada didaerah;  
b. Penerima wewenang adalah pejabat pusat yang ada didaerah;  
                                                          
34 Ibid, Hlm 13 
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c. Tidak mencakup kewenangan-kewenangan untuk menetapkan 
kebijakan dan wewenang untuk mengatur;  
d. Tidak menciptakan otonomi daerah dan daerah otonom tetapi 
menciptakan wilayah administrasi;  
e. Keberadaan field administration berada dibawah hirarki organisasi 
pemerintah pusat;  
f. Menunjukkan pola hubungan kekuasaan intra organisasi;  
g. Menciptakan keseragaman dalam struktur politik.  
c) Asas Tugas Pembantuan  
Tugas pembantuan merupakan tugas ikut melaksanakan urusan-
urusan pemerintah pusat dan pemerintah lokal yang berhak mengurus 
dan mengatur rumah tangga di tingkat atasnya. Tugas pembantuan dalam 
pemerintah lokal yang bersangkutan wewenangnya mengatur dan 
mengurus terbatas kepada penyelenggaraan saja. Pemerintah pusat yang 
tingkatnya lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah 
yang tingkatnya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan 
rumah tangga daerah yang tingkatnya lebih atas.35 
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat 
kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari 
Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk 
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
                                                          
35 Ibid, hlm 16 
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Daerah provinsi (Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah). 
Penjelasan di atas dapat diartikan bahwa Tugas pembantuan 
adalah pelaksanakan wewenang yang dilakukan atas dasar penugasan 
dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan tujuan utama 
membantu pelaksanaan tugas pemerintah diatasnya. 
2. Urusan Pemerintahan 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Urusan 
pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan 
kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk 
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi 
kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, 
dan menyejahterakan masyarakat. Dan berdasarkan Undang-Undang No. 
23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh 
kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 
melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan 
masyarakat.36  
 Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri 
atas: 
1. Urusan Pemerintahan Absolut. 
                                                          
36 Pasal  1 ayat (5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
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Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang 
sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.37 Dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut Pemerintah Pusat dapat 
melaksanakan sendiri urusan pemerintahan absolut atau dapat 
melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau 
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas 
dekonsentrasi.38 
1. Urusan pemerintahan absolut meliputi:39 
a. Politik luar negeri; 
b. Pertahanan; 
c. Keamanan; 
d. Yustisi; 
e. Moneter dan fiskal nasional; dan 
f. Agama. 
2. Urusan Pemerintahan Konkuren. 
Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang 
dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan 
konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan 
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.40 
                                                          
37 Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
38 Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
39 Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
40 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
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a. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang 
wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan 
pemerintahan wajib terdiri atas: 
1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan 
Pelayanan Dasar, meliputi:41 
(a) Pendidikan; 
(b) Kesehatan; 
(c) Pekerjaan umum dan penataan ruang; 
(d) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; 
(e) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan 
masyarakat; dan 
(f) Sosial. 
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 
Pelayanan Dasar, meliputi:42 
a. Tenaga kerja; 
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 
c. pangan; 
d. pertanahan; 
e. lingkungan hidup; 
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; 
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 
                                                          
41 Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
42 Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
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i. perhubungan; 
j. komunikasi dan informatika; 
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; 
l. penanaman modal; 
m. kepemudaan dan olah raga; 
n. statistik; 
o. persandian; 
p. kebudayaan; 
q. perpustakaan; dan 
r. kearsipan. 
b. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang 
wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang 
dimiliki daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan, meliputi: 
1. Kelautan dan perikanan; 
2. pariwisata; 
3. pertanian; 
4. kehutanan; 
5. energi dan sumber daya mineral; 
6. perdagangan; 
7. perindustrian; dan 
8. ransmigrasi. 
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3. Urusan pemerintahan umum. 
Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.43 
D. Tinjauan Tentang Ketenagakerjaan 
1. Definisi Ketenagakerjaan 
Dalam pasal 1 angka 1 undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah hal yang 
berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan 
sesudah masa kerja. 
Menurut Imam Sopomo, perburuhan atau ketenagakerjaan adalah 
suatu himpunan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan 
dengan kejadian saat seseorang bekerja pada orang lain dengan 
menerima upah.44 Menurut Molenaar, perburuhan atau ketenagakerjaan 
adalah bagian segala hal yang berlaku, yang pokoknya mengatur 
hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan 
tenaga kerja.45 
2. Pihak Dalam Ketenagakerjaan 
Pada dasarnya penggunaan istilah tenaga kerja, pekerja dan buruh 
harus dibedakan. Pengertian tenaga kerja lebih luas dari pekerja/buruh, 
karena meliputi pegawai negeri, pekerja formal, pekerja informal dan yang 
belum bekerja atau pengangguran. Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 
                                                          
43 Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
44 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2007, hlm. 24   
45 http://tesishukum.com/pengertian-ketenagakerjaan-menurut-para-ahli/,  Diakses Pada 22 
Agustus 2016 
27 
1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan,”Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik 
untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. 
Disamping tenaga kerja, dikenal juga istilah buruh/pekerja. Pada 
zaman Penjajahan Belanda yang dimaksudkan dengan buruh adalah 
pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan 
kasar, orang-orang ini disebut sebagai “Blue Collar”. Sedangkan yang 
melakukan pekerjaan di kantor pemerintah maupun swasta disebut 
sebagai “Karyawan/Pegawai” (White Collar). Kemudian Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (3) 
menyebutkan bahwa “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja 
dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat buruh memberikan pengertian 
“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang yang bekerja dengan menerima 
upah atau imbalan dalam bentuk lain”. 
Dari pengertian tenaga kerja dan pekerja/buruh, adapun istilah majikan 
atau disebut juga dengan pengusaha atau pemberikerja. Menurut Pasal 1 
angka 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
pengertian pengusaha, sebagai berikut: 
Pengusaha adalah: 
a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; 
b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 
secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 
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c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 
berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimna 
dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar 
wilayah Indonesia. 
 
Selain pengertian pengusaha Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan juga memberikan pengertian pemberi kerja 
tertuang dalam Pasal 1 angka 4 yaitu “Pemberi kerja adalah orang 
perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang 
mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam 
bentuk lain”. Sedangkan pengertian Perusahaan, dalam Pasal 1 angka 6 
yaitu: 
Perusahaan adalah: 
a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik 
orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan 
hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang 
mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau 
imbalan dalam bentuk lain; 
b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai 
pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar 
upah atau imbalan dalam bentuk lain. 
 
Untuk memperjuangkan hak dan kepentingan tenaga kerja agar 
tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pengusaha, maka tenaga kerja 
dapat mengorganisasikan dirinya dengan membuat organisasi 
pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh.46 Dalam Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh pengertian Serikat 
pekerja/buruh terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: 
                                                          
46 Opcit, Lalu Husni Hal. 37 
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“Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, 
oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar 
perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan 
bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta 
melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan 
kesejahteraan pekerja/buruh.” 
 
3. Pengawasan Ketenagakerjaan 
Pengertian tenaga kerja dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu setiap orang yang 
mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian 
Pekerja/Buruh dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu setiap orang yang bekerja dengan 
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Di sini jelas 
pengertiannya terkait dalam hubungan kerja, bukan di luar hubungan 
kerja.47 
Berdasarkan pengertian tersebut terdapat perbedaan antara tenaga 
kerja dan Pekerja/Buruh. Pengertian tenaga kerja mengandung pengertian 
yang lebih luas yakni setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan 
baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, sedangkan pengertian 
Pekerja hanya terbatas pada setiap orang yang berada di dalam 
hubungan kerja. 
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 32 jo. Peraturan Presiden Republik 
                                                          
47 Abdul Khakim. 2009. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Citra. Aditya 
Bakti, Bandung. Hal. 3 
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Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, 
Pasal 1 angka 1, Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan 
mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan di bidang ketenagakerjaan. 
Adapun maksud diadakannya pengawasan perburuhan 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan 
Perburuhan Tahun 1943 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh 
Indonesia adalah:48 
1. Mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan perburuhan 
pada khususnya. 
2. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal 
hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-
luasnya guna membuat undang-undang peraturan-peraturan 
perburuhan. 
3. Menjalankan pekerjaan lain-lainnya yang diserahkan kepadanya 
dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya. 
Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan adalah: 
a. Mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan. 
b. Memberikan penerangan teknis dan nasihat kepada pengusaha 
dan tenaga kerja agar tercapainya pelaksanaan Undang-Undang 
dan ketenagakerjaan secara efektif. 
                                                          
48 Hari Supriyanto. 2004. Teori Hukum Ketenagakerjaan, Kanisius, Jakarta. Hal 44 
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c. Melaporkan kepada pihak berwenang atas kecurangan dan 
penyelewangan Undang-Undang Ketenagakerjaan 
Secara operasional Pengawasan Ketenagakerjaan meliputi:49 
1. Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan 
Sasaran kegiatan ini agar tercapai peningkatan pemahaman norma 
kerja bagi masyarakat industri sehingga tumbuh persepsi positif 
dan mendorong kesadaran untuk melaksanakan ketentuan 
ketenagakerjaan secara proporsional dan bertanggung jawab. 
2. Tahapan Pelaksanaan Pengawasan 
a. Upaya Pembinaan (preventive educative) 
Yang ditempuh dengan memberikan penyuluhan kepada 
masyarakat industri, penyebarluasan informasi ketentuan 
ketenagakerjaan, pelayanan konsultasi, dan lainlain. 
b. Tindakan refresif nonyustisial 
Tindakan tersebut ditempuh dengan memberikan peringatan 
tertulis melalui nota pemeriksaan kepada pemimpin perusahaan 
apabila ditemui pelanggaran. Di samping juga memberikan 
petunjuk secara lisan pada saat pemeriksaan. 
c. Tindakan refresif yustisial 
Tindakan tersebut dijadikan sebagai alternative terakhir dan 
dilakukan melalui lembaga peradilan. Upaya ini ditempuh 
apabila pegawai pengawas sudah melakukan pembinaan dan 
memberikan peringatan, tetapi pengusaha tetap tidak 
                                                          
49 Opcit, Abdul Khakim Hal 211-212. 
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mengindahkan maksud pembinaan tersebut. Dengan demikian 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berkewajiban melakukan 
penyidikan dan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum 
yang berlaku (KUHP). 
d. Pengawasan Ketenagakerjaan 
Pengembangan pengawasan Ketenagakerjaan ditempuh 
dengan memberdayakan kelembagaan yang ada, seperti LKS 
Bipartit di setiap perusahaan. Dalam hal ini peranan serikat 
pekerja/serikat buruh sangatlah strategis dalam membantu 
pengawasan pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan di semua 
sektor. 
Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 
Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa : 
Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan dalam satu kesatuan 
sistem Pengawasan Ketenagakerjaan yang terpadu, terkoordinasi, 
dan terintegrasi yang meliputi : 
(1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan; 
(2) Pengawas Ketenagakerjaan; 
(3) Tata cara pengawasan Ketenagakerjaan. 
(4) Pengawasan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja 
Pengawasan Ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup 
tugas dan tanggung jawabnya di bidang Ketenagakerjaan 
pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang 
Pengawasan Ketenagakerjaan. 
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E. Tinjauan Tentang Hubungan Industrial 
1. Definisi Hubungan Industrial 
Pengusaha dan pekerja mempunyai kepentingan yang sama atas 
kelangsungan dan keberhasilan perusahaan. Pengusaha adalah orang 
yang menjalankan perusahaan atau menyuruh menjalankan perusahaan. 
Menjalankan perusahaan artinya mengelolah  sendiri perusahaannya, baik 
dilakukan sendiri maupun dengan bantuan pekerja. Ini umumnya terdapat 
pada perusahaan perseorangan. Apabila pengusaha menjalankan 
perusahaan dengan bantuan pekerja, dalam hal ini dia mempunyai dua 
fungsi, yaitu sebagai pengusaha dan sebagai pemimpin perusahaan. 
Mungkin juga pengusaha tidak menjalankan sendiri 
perusahaannya, tetapi menyuruh orang lain menjalankan perusahaan. 
Dalam hal ini, dia tidak turut serta menjalankan perusahaan. Pengelolaan 
perusahaan dikuasakan kepada orang lain. Orang lain yang diberi kuasa 
ini menjalankan perusahaan atas nama pemberi kuasa, dia disebut 
pemimpin perusahaan atau direktur atau manajer. Umumnya pemberian 
kuasa semacam ini terdapat pada perusahaan persekutuan terutama 
badan hukum, seperti perseroan terbatas.50  
Atas dasar kesamaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja 
maka saran-saran dan pendapat karyawan untuk membangun 
perusahaan perlu didengarkan. Demikian juga dalam berbagai tingkat 
pengambilan keputusan, pekerja atau wakil mereka perlu diikut sertakan. 
                                                          
50Muhamad Abdulkadir .2006. Hukum Perusahaan Indonesia.PT.Citra Aditya. Bakti, Bandung. Hal. 
7 
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Orang yang menjalankan pekerjaan disebut pekerja. Apabila pekerja itu 
menjalankan pekerjaan di lingkungan perusahaan atau lembaga swasta, 
dia disebut karyawan. Penghasilan yang diterimanya disebut upah.51 
Didorong oleh adanya kepentingan yang sama antara pengusaha 
dan pekerja akan perusahaan dan dengan keterlibatan keduanya dalam 
proses produksi, maka timbulah hubungan antara pengusaha dan serikat 
pekerja yang dinamakan hubungan industrial. Hubungan industrial 
merupakan perkembangan dari istilah hubungan perburuhan. Istilah 
hubungan perburuhan memberikan kesan yang sempit seolah-olah hanya 
mencakup hubungan antara pengusaha dan pekerja. Pada kenyataannya 
hubungan industrial mencakup aspek yang sangat luas yaitu aspek sosial 
budaya, psikologi, ekonomi, politik, hukum, dan hankamnas sehingga 
hubungan industrial tidak hanya meliputi pengusaha dan pekerja saja, 
namun melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam arti luas. Oleh 
karena itu, penggunaan istilah hubungan industrial dirasakan lebih tepat 
daripada hubungan perburuhan. Hubungan industrial menurut Undang-
Undang Ketenagakerjaan di bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial dan Pemutusan Hubungan Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2003 
merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku 
dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, 
                                                          
51 Ibid, Hal. 19 
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pekerja dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.52 
Fungsi utama hubungan industrial, yaitu: (1) Untuk menjaga 
kelancaran atau peningkatan produksi; (2) Untuk memelihara dan 
menciptakan ketenangan kerja; (3) Untuk mencegah dan menghindari 
adanya pemogokan; (4) Untuk ikut menciptakan serta memelihara 
stabilitas nasional. Hubungan industrial akan serasi jika dikembangkan 
dan dilaksanakan dengan baik, maka dapat membantu meningkatkan 
produksi, menambah kemungkinan kesempatan kerja, dan lebih 
membantu menjamin pembagian yang merata dari hasil pembangunan 
nasional. Di samping itu hubungan industrial ini dapat membantu 
pemerintah dalam bekerja sama dengan organisasi-organisasi pengusaha 
serta buruh. Jadi hubungan tersebut berfungsi sebagai motivator untuk 
menggerakkan partisipasi sosial dan menyukseskan pembangunan 
sehingga tercipta ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha. 
Hubungan industrial yang berlaku di Indonesia adalah Hubungan 
Industrial Pancasila yang merupakan suatu sistem hubungan yang 
terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan jasa yaitu 
pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang didasarkan atas nilai-nilai yang 
merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas 
                                                          
52Koeshartono, D. dan M. F. Shellyana Junaedi. 2005. Hubungan Industrial: Kajian. Konsep dan 
Permasalahan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hal. 4 
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kepribadian dan kebudayaan nasional Indonesia.53 Hubungan Industrial 
yang dikembangkan di Indonesia merupakan pemikiran dan digalakkan 
oleh mantan Menteri Tenaga Kerja Indonesia Sudomo. Beliau bermaksud 
untuk menciptakan suatu ketenangan kerja, hubungan yang serasi dan 
harmonis antara pengusaha dan karyawan, di mana tidak lagi diwakili oleh 
hubungan antara “buruh-majikan” yang menggambarkan adanya 
pertentangan kepentingan.54 
Hubungan industrial Pancasila memiliki ciri-ciri khusus yang 
membedakannya dengan hubungan industrial lainnya. Ciri-ciri khusus 
tersebut adalah: (1) Mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan hanya 
bertujuan untuk sekedar mencari nafkah saja, akan tetapi sebagai 
pengabdian manusia kepada Tuhannya, kepada sesama manusia, 
kepada masyarakat, bangsa dan negara; (2) Menganggap pekerja bukan 
hanya sekedar faktor produksi belaka, tetapi sebagai manusia pribadi 
dengan segala harkat dan martabatnya; (3) Melihat antara pekerja dan 
pengusaha bukanlah mempunyai kepentingan yang bertentangan, akan 
tetapi mempunyai kepentingan yang sama yaitu kemajuan perusahaan; 
(4) Setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus 
diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang 
                                                          
53 B. Siswanto Sastrohadiwiryo, 2003, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, edisi. 2, Jakarta, PT. 
Bumi Aksara. Hal 35 
54 Yayasan Kesejahteraan Keluarga Pemuda „‟66‟‟. 1997. Hubungan Industrial Pancasila dan 
Ketenagakerjaan Di Indonesia. Yayasan Kesejahteraan Pemuda „‟66‟‟: Jakarta. Hal. 18 
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dilakukan secara kekeluargaan; (5) Terdapat keseimbangan antara hak 
dan kewajiban kedua belah pihak dalam perusahaan.55 
Jadi dapat saya simpulkan bahwa hubungan industrial merupakan 
suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses 
produksi barang dan jasa, yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah dan 
dalam hubungan industrial Pancasila diarahkan untuk menumbuh 
kembangkan hubungan yang harmonis atas dasar kemitraan yang sejajar 
dan terpadu di antara para pelaku dalam proses produksi barang atau 
jasa yang didasarkan atas nilai-nilai luhur budaya bangsa yang 
terkandung dalam sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Dalam melaksanakan hubungan industrial Pancasila setiap pekerja 
diarahkan untuk memiliki sikap merasa ikut memiliki serta 
mengembangkan sikap mempertahankan dan memelihara kelangsungan 
usaha. Dalam melaksanakan hubungan industrial Pancasila, setiap 
pengusaha mengembangkan sikap memperlakukan pekerja sebagai 
manusia atas kemitraan yang sejajar sesuai dengan kodrat, harkat, 
martabat dan harga diri serta meningkatkan profesionalisme dan 
kesejahteraan pekerja beserta keluarganya. 
2. Hubungan Kerja 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hubungan kerja adalah hubungan 
antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, 
yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dalam Pasal 50 
                                                          
55 Ibid, Hal 29. 
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Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, disebutkan bahwa hubungan kerja 
terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan 
pekerja/buruh. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.  
Jadi, hubungan kerja adalah hubungan (hukum) antara pengusaha 
dengan buruh/pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Dengan demikian, 
hubungan kerja tersebut adalah sesuatu yang abstrack, sedangkan 
perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkret atau nyata. Dengan adanya 
perjajian kerja, akan ada ikatan antara pengusaha dan pekerja. Dengan 
perkataan lain, ikatan karena adanya perjanjian kerja inilah yang 
merupakan hubungan kerja.56 
3. Perjanjian Kerja 
Perjanjian kerja yang dalam bahasa Belanda disebut 
Arbeidsoverenkoms, mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1601a 
KUHPerdata memberikan pengertian sebagai berikut :  
”Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu 
buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada 
pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang 
tertentu”.  
 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni :  
“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan 
pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, 
hak, dan kewajiban para pihak”.  
 
                                                          
56 Adrian Sutedi, 2009. Hukum Perburuhan, Sinar Grafika , Jakarta. hlm 45 
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Selain pengertian normatif seperti di atas, Imam Soepomo57 
sebagaimana dikutip oleh Lalu Husni; berpendapat bahwa perjanjian kerja 
adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (buruh), mengingatkan diri 
untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan 
majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar 
upah. 
Unsur-unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja 
sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan adalah : 
1) Adanya pekerjaan (arbeid); 
2) Dibawah perintah/gejag verhouding (maksudnya buruh 
melakukan pekerjaan atas perintah majikan,sehingga bersifat 
subordinasi);  
3) Adanya upah tertentu/loan; 
4) Dalam waktu (tjid) yang ditentukan (dapat tanpa batas 
waktu/pensiun atau berdasarkan waktu tertentu). 
Unsur yang pertama, adalah Adanya pekerjaan (arbeid), yaitu 
pekerjaan bebas sesuai dengan kesepakatan buruh dan majikan,asalkan 
tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Unsur kedua, yaitu dibawah perintah 
(gejag verhouding), di dalam hubungan kerja kedudukan majikan adalah 
pemberi kerja, sehingga ia berhak dan sekaligus berkewajiban untuk 
                                                          
57 Lalu Husni, 2012. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, . hlm 64 
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memberikan perintah-perintah yang berkaitan dengan pekerjaanya. 
Kedudukan buruh sebagai pihak yang menerima perintah untuk 
melaksanakan pekerjaan. 
 Unsur ketiga, adanya upah (loan) tertentu yang menjadi imbalan 
atas pekerjaan yag telah dilakukan oleh buruh. Pengertian upah 
berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 
2003 adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 
pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 
perjanjian kerja. Unsur yang keempat adalah waktu (tjid) artinya buruh 
bekerja untuk waktu yang ditentukan atau untuk waktu yang tidak tertetu 
atau selama-lamanya.58 
F. Tinjauan Tentang Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten 
Pangkep 
 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkep merupakan 
suatu badan instansi Pemerintah yang berada di daerah (kabupaten) yaitu 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mempunyai tugas pokok dan 
fungsi, serta struktur organisasi sebagai berikut: 
1. Tugas Pokok 
Melaksanakan sebagian kewenangan/urusan Pemerintah Daerah 
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang 
sosial dan tenaga kerja yang menjadi tanggung jawab dan 
                                                          
58 Asri Wijayanti, 2010. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 36-
37 
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kewenangannya berdasarkan Peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.59 
2. Fungsi 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Dinas Sosial dan 
Tenega Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial dan Tenaga Kerja 
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku; 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 
bidang Sosial dan Tenaga Kerja; 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup 
tugas dan kewenangannya; 
d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, 
keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; 
e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.60 
3. Struktur Organisasi 
                                                          
59Pasal 9 Peraturan Daerah Kab. Pangkep No. 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kab. Pangkep No. 11 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah  
Pemerintah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. 
 
60 Pasal 10 Peraturan Daerah Kab. Pangkep No. 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kab. Pangkep No. 11 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah  
Pemerintah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. 
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Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur 
organisasi Dinas Sosial dan Tenaga terdiri dari: 
a. Kepala Dinas 
b. Sekretaris 
1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 
Dipimpin oleh seorang seorang Kepala Sub Bagian, 
mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, 
kearsipan, perlengkapan dan administrasi kepegawaian. 
2) Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan 
Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai 
tugas melaksanakan dan mengumpulkan bahan, mengolah 
data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan. 
3) Sub. Bagian Keuangan 
Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, 
dan menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis 
pengelolaan anggaran. 
c. Bidang Penanggulangan Kemiskinan 
Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 
Sosial dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan kebijakan, 
menyusun rencana, menyelenggarakan, membina, mengawasi 
dan melaksanakan evaluasi di bidang Penanggulangan 
Kemiskinan. 
1) Seksi Pembinaan Keluarga Miskin 
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Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan 
dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 
merencanakan melaksanakan bimbingan dan motivasi sosial 
serta latihan-latihan keterampilan, bimbingan lanjut, stimulan 
serta membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), 
pelayanan dan fasilitasi bantuan modal kerja (paket) 
terhadap keluarga miskin, monitoring dan evaluasi kegiatan; 
2) Seksi Pemberantasan Kemiskinan 
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan 
dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 
penyusunan rencana strategis, pelaksanaan program dan 
kegiatan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan; 
3) Seksi Pendataan Keluarga Miskin 
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan 
dalam melaksanakan pengumpulan data, mengolah dan 
menganalisis data keluarga miskin dan evaluasi kegiatan. 
d. Bidang Rehabilitasi Sosial 
Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas 
membantu Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam 
menetapkan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, 
menyusun rencana, membina, mengawasi, menyelenggarakan 
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pemulihan, latihan dan pengembangan kesejahteraan sosial 
penyandang cacat, tuna social, penyandang masalah khusus 
dan penyandang masalah ganda, serta evaluasi di bidang 
Rehabilitasi Sosial. 
1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat 
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam 
merencanakan, melaksanakan pembinaan dan bimbingan, 
menyiapkan data dan informasi, melakukan pemulihan dan 
pelatihan serta pengembangan fungsi sosial penyandang 
cacat, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan dibidang 
Rehabilitasi Penyandang Cacat. 
2) Seksi Rehabilitasi Khusus 
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam 
merencanakan, melaksanakan bimbingan dan motivasi 
sosial serta pengembangan dan pemberian keterampilan 
bagi Warga Binaan Sosial, serta memberikan bimbingan 
lanjut warga binaan sosial, memberikan stimulan dan 
memfasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama, 
menyiapkan data dan informasi, memonitoring dan 
mengevaluasi kegiatan dibidang Rehabilitasi Khusus. 
3) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial 
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Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam 
merencanakan, melaksanakan pembinaan dan bimbingan, 
menyiapkan data dan informasi, melakukan pemulihan dan 
pelatihan serta pengembangan fungsi sosial bagi Wanita 
Tuna Susila, Eks Narapidana, Eks Penyakit Kronis dan 
Gelandangan, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan 
dibidang Rehabilitasi Tuna Sosial. 
e. Bidang Bidang Kesetiakawanan Sosial 
Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas 
membantu Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam 
menetapkan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, 
menyusun rencana, menyelenggarakan, membina, memberikan 
bimbingan teknis, mengawasi dan melaksanakan evaluasi di 
bidang Kesetiakawanan Sosial. 
1) Seksi Penanggulangan Bencana Alam/Kebakaran 
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Kesetiakawanan Sosial dalam 
menyiapkan bahan dan mengumpulkan data, memberikan 
izin dan mengendalikan serta mengawasi pengumpulan 
uang atau barang untuk korban bencana, melaksanakan 
penyuluhan dan bimbingan kesadaran masyarakat dalam 
usaha pencegahan, penanggulangan, dan kesiap-siagaan 
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menghadapi bencana alam/kebakaran, serta evaluasi 
kegiatan. 
2) Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan/Kejuangan 
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Kesetiakawanan Sosial dalam 
menyiapkan bahan, menginventarisasi dan mengumpulkan 
data, melaksanakan bimbingan dan sosialisasi nilai-nilai 
kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai 
kesetiakawanan sosial, dan evaluasi di bidang pelestarian 
nilai kepahlawanan/kejuangan. 
3) Seksi Bantuan Sosial 
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Kesetiakawanan Sosial dalam 
menyiapkan bahan, menginventarisasi dan mengumpulkan 
data, dan melaksanakan pemberian bantuan sosial, 
monitoring, bimbingan, supervisi, konsultasi, dan evaluasi di 
bidang bantuan sosial. 
f. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja 
Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas 
membantu Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam 
melaksanakan kebijakan, menyusun rencana, 
menyelenggarakan, membina, mengawasi, merekomendasikan 
dan memberikan perizinan, serta melaksanakan evaluasi di 
bidang pemberdayaan tenaga kerja. 
47 
1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja 
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja 
dalam menyiapkan bahan perumusan dan penetapan, 
melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengawasan di 
bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan 
kerja, dan merekomendasikan, memberikan, memantau dan 
mengawasi perizinan usaha penempatan tenaga kerja, 
menyusun statistik dan informasi ketenakerjaan, pembinaan 
dan pencatatan pencari kerja serta evaluasi kegiatan. 
2) Seksi Penyediaan dan Pengguanaan Tenaga Kerja 
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja 
dalam melaksanakan pembinaan, bimbingan, pelaksanaan di 
bidang penyediaan dan penggunaan tenaga kerja, dan 
memberikan, memantau dan mengawasi perizinan usaha 
penyediaan tenaga kerja dan evaluasi kegiatan. 
3) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja 
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja 
dalam melaksanakan pembinaan, bimbingan, pelaksanaan di 
bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, dan 
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memberikan, memantau dan mengawasi perizinan usaha 
pelatihan kerja dan evaluasi kegiatan. 
g. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan 
Ketenagakerjaan 
Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas 
membantu Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam 
menyusun program dan rencana, melaksanakan kebijakan, 
menyelenggarakan, membina, memfasilitasi, mengawasi, 
memberikan perizinan dan melaksanakan evaluasi di bidang 
pembinaan hubungan industrial dan pengawasan 
ketenagakerjaan. 
1) Seksi Hubungan Industrial 
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial 
dan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam melaksanakan 
pembinaan, bimbingan, pelaksanaan di bidang Hubungan 
Industrial, memfasilitasi, menyusun bahan penetapan upah 
minimum daerah, dan evaluasi kegiatan. 
2) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan 
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial 
dan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam melaksanakan 
bimbingan, pembinaan, pengawasan di bidang pengawasan 
ketenagakerjaan dan evaluasi kegiatan. 
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3) Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial 
dan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam melaksanakan 
bimbingan, pembinaan di bidang jaminan sosial tenaga kerja 
dan evaluasi kegiatan. 
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas 
i. Kelompok Jabatan Fungsional 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian, hal 
ini disebabkan karena disamping digunakan untuk mendapat data yang 
sesuai dengan tujuan penelitian, metode penelitian juga digunakan agar 
mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan 
penulisan Hukum.  
Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam 
mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan, guna menjawab 
persoalan yang dihadapi.61 Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu 
didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. 
Data yang diperoleh dari penelitian adalah data empiris (teramati), 
sedangkan tujuan dan kegunaan dari penelitian sendiri terdapat tiga 
macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. 
Dapat dipahami bahwa metode penelitian adalah suatu pendekatan ilmiah 
dan sistematis yang dilakukan untuk mengetahui kemudian menyelidiki 
suatu fenomena terkait dengan penelitian.62 Adapun yang menyangkut 
tentang metodologi penelitian dalam penelitian ini meliputi : 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian yang besifat yuridis empiris, yaitu 
penelitian yang menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan 
                                                          
61 Lexy J. Moleong, 2007, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung. hal.2 
62 Sugiyono, 2006, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta, Hal.1-3 
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pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan 
dengan cara mengumpulkan informasi-informasi di lapangan yang 
ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan judul skripsi 
ini. 
Penelitian ini tidak hanya didasarkan penelitian kepustakaan (library 
research), akan tetapi juga penelitian empiris. Untuk menunjang dan 
melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka 
dilakukan penelitian lapangan (field research). 
1. Penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang 
dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan kepustakaan 
yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
2. Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang 
dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung 
kepada pihak – pihak yang sesuai dengan objek penelitian. 
Dalam hal ini penulis berusaha menjelaskan aspek hukum dan 
menggambarkan data secara tepat tentang tugas pokok dan fungsi Dinas 
Sosial dan Tenaga Kerja dalam pengawasan hubungan kerja di 
Kabupaten Pangkep. 
B. Lokasi Penelitian 
Berdasarkan judul skripsi yang dipilih, maka penulis mengadakan 
penelitian pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten 
Pangkep.  
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C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat 
dikelompokan menjadi dua jenis, yaitu : 
1. Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung 
dengan pihak responden yang berkaitan dengan permasalahan 
penelitian di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik 
wawancara langsung kepada pihak–pihak yang sesuai dengan 
objek penelitian. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan sebagai data pendukung/pelengkap, karya tulis yang 
berhubungan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Sosial 
dan Tenaga Kerja Kab. Pangkep dalam pengawasan hubungan 
kerja di Kab. Pangkep, artikel–artikel, opini, , data instansi 
pemerintahan, pemberitaan media–media dan sebagainya yang 
relevan dengan materi penelitian, yaitu data yang mendukung dan 
melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah 
penelitian. 
D. Populasi Dan Sampel 
Penentuan populasi dan sampel dalam suatu penelitian merupakan 
hal-hal yang mesti dipertimbangkan oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan 
demi membatasi ruang lingkup kelompok-kelompok yang menjadi objek 
kajian dari meluasnya wilayah batas kajian tersebut. 
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a) Populasi Pejabat / Pegawai di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga 
Kerja Kab. Pangkep. Adapun sampelnya sebanyak 3 orang, 
yaitu: 
1. Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan 
Pengawasan Ketenagakerjaan. 
2. Kepala Seksi Hubungan Industrial. 
3. Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan. 
b) Populasi Serikat Buruh Perusahaan di Kab. Pangkep, dengan 
sampel sebanyak 3 Serikat Buruh. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh data 
yang diperlukan. Dalam penelitian ini,  teknik untuk mengumpulkan data 
yang digunakan adalah : 
1. Untuk Data Primer, yakni pengumpulan datanya dilakukan dengan 
cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan beberapa 
pihak yang terkait dengan permasalahan dari penulisan ini. 
2. Untuk Data Sekunder, yakni pengumpulan datanya dilakukan 
dengan cara penelusuran dan menelaah buku-buku, dokumen-
dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang ada 
relevansinya dengan penulisan ini. 
F. Analisis Data 
Berdasarkan hasil pengumpulan data, peneliti mempergunakan 
analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan 
dan menggambarkan mengenai fungsi dan tugas Dinas Sosial dan 
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Tenaga Kerja dalam pengawasan hubungan kerja Kab. Pangkep, 
kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dan 
menawarkan kemungkinan solusi yang dapat digunakan. 
Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis 
secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif berdasarkan 
rumusan masalah yang telah ada, dan akhirnya diambil sebuah 
kesimpulan.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 
Dalam Pengawasan Hubungan Kerja Di Kabupaten Pangkep 
 Pada dasarnya hubungan kerja, yaitu hubungan antara pekerja dan 
pengusaha terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan 
pengusaha dimana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk 
menerima upah dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk 
mempekerjakan pekerja dengan membayar upah.63 Di dalam Pasal 50 UU 
No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa hubungan kerja 
terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan 
pekerja.64 
Jadi, hubungan kerja adalah hubungan (hukum) antara pengusaha 
dengan buruh/pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Dengan demikian, 
hubungan kerja tersebut adalah sesuatu yang abstrack, sedangkan 
perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkret atau nyata. Dengan adanya 
perjanjian kerja, akan ada ikatan antara pengusaha dan pekerja. Dengan 
perkataan lain, ikatan karena adanya perjanjian kerja inilah yang 
merupakan hubungan kerja.65 
Menurut Prayudi, pengawasan adalah suatu proses untuk 
menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau 
                                                          
63Imam Soepomo,  Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan, 1999, hal.88. 
64 Undang-undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 50 
65 Adrian Sutedi, 2009. Hukum Perburuhan, Sinar Grafika , Jakarta. hlm 45 
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diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau 
diperhatikan.66 Sedangkan menurut Saiful Anwar, pengawasan atau 
kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar 
pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan 
terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.67 
Jadi pengawasan hubungan kerja merupakan suatu proses atau 
tindakan aparatur pemerintah yang melakukan kontrol terhadap hubungan 
antara pengusaha/perusahaan dan pekerja/buruh berdasarkan peraturan-
peraturan yang telah ditetapkan agar dapat mencapai tujuan dan terhindar 
dari penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan 
berlaku. 
 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkep merupakan 
suatu badan instansi Pemerintah yang berada di daerah (kabupaten) yaitu 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mempunyai tugas pokok dan 
fungsi. Adapun tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian 
kewenangan/urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi 
daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial dan tenaga kerja yang 
menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.68 
 Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Dinas Sosial dan 
Tenega Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut: 
                                                          
66 Prayudi, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal 80 
67 Saiful Anwar., Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press, 2004, hal.127 
68Pasal 9 Peraturan Daerah Kab. Pangkep No. 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kab. Pangkep No. 11 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah  
Pemerintah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. 
 
57 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial dan Tenaga Kerja 
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku; 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 
bidang Sosial dan Tenaga Kerja. 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas 
dan kewenangannya; 
d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, 
keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; 
e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya.69 
Menurut Suriati Usman selaku Kepala Bidang Pembinaan dan 
Pengawasan Ketenagakerjaan mengatakan bahwa:70 
“dasar hukum dari pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan 
(hubungan kerja), kita berdasar pada Undang-Undang No. 13 
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, selain itu pemerintah 
Kabupaten Pangkep sendiri sudah menetapkan suatu peraturan 
daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan 
di Kab. Pangkep yakni Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013”.  
 
Selanjutnya Ibu Suriati Usman menambahkan:71 
“untuk pelaksanaan tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. 
Pangkep, kami menyusun Rencana Strategis (Renstra) dinas yang 
berdasar pada isu-isu strategis dan hasil penyusunan kebijakan 
                                                          
69 Pasal 10 Peraturan Daerah Kab. Pangkep No. 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kab. Pangkep No. 11 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah  
Pemerintah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. 
70 Wawancara pada tanggal 4 November 2016 
71 Wawancara pada tanggal 4 November 2016 
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teknis bidang-bidang yang dalam struktur dinas. Renstra inilah yang 
menjadi pedoman kami dalam melaksanakan tugas dan 
menyelenggarakan program-program dan kegiatan-kegitan 
berkaitan tentang ketenagakerjaan”. 
 
Berdasarkan wawancara di atas, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Pangkep dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan 
(hubungan kerja) berdasar pada undang-undang ketenagakerjaan dan 
Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan 
Ketenagakerjaan.  Dan untuk pelaksanaan tugasnya, Dinas Sosial dan 
Tenaga Kerja Kab. Pangkep menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang 
merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang 
disusun untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyelenggarakan 
program-program dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 
ketenagakerjaan. 
Rencana Strategis (Renstra) penyelenggaraan kenetenagakerjaan  
merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkep. Sebagai dokumen lima tahunan, 
penyusunan Renstra harus mampu mengakomodir Renstra di bidang 
penyelenggaraan ketenagakerjaan secara nasional serta mampu 
melanjutkan hasil yang sudah dicapai dalam pembangunan, sehingga 
dapat sejalan dengan RPJMD Kab. Pangkep. 
Adapun tujuan atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 
oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkep adalah terbagi 3 
(tiga) tujuan utama dengan berbagai indikator dan sasaran yang akan 
dicapai, ketiga tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Meningkatkan jangkaun dan kualitas pelayanan bagi 
masyarakat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. 
2. Meningkatkat kesejahteraan masyarakat. 
3. Meningkatkan pelayanan terhadap hubungan industrial antara 
pekerja dan perusahaan.72 
Tujuan yang ketiga yakni meningkatkan pelayanan terhadap 
hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan yang menjadi fokus 
dalam penelitian ini. Sasaran dari tujuan ini adalah sebagai berikut: 
a. Menurunnya angka perselisihan yang dimediasi dan difasilitasi 
pelaksanaannya. 
b. Meningkatkan jumlah karyawan yang telah terdaftar sebagai 
peserta BPJS Ketenagakerjaan. 
c. Meningkatnya kemampuan perusahaan dan serikat 
pekerja/buruh dalam menyusun skala upah dan perhitungan 
upah minimum. 
Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga 
Kerja Kabupaten Pangkep terkait ketenagakerjaan yang tertuang dalam 
Rencana Strategis Dinas Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:73 
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 
a. Pembangunan Balai Latihan Kerja 
b. Pengadaan peralatan pendidikan dan pelatihan keterampilan 
bagi pencari kerja 
                                                          
72 Rencana Strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Pangkep Tahun 2016-2021 
73 Rencana Strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Pangkep Tahun 2016-2021 
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c. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 
d. Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana BLK 
e. Monitoring dan evaluasi 
f. Sosialisasi dan pemantauan penempatan kerja dalam dan luar 
negeri 
g. Pemagangan/praktek kerja industri/OJT 
h. Analisis kebutuhan pelatihan 
i. Pelayanan informasi pelatihan dan hasil penelitian 
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 
a. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 
b. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 
c. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan 
kewirausahaan 
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 
Ketenagakerjaan 
a. Peningkatan pengawasan, perlindungan penegakan hukum 
terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 
b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
c. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang 
ketenagakerjaan 
d. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan 
hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 
e. Fasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial 
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Program-program dan kegiatan-kegiatan di atas merupakan 
pelaksanaan tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Pangkep yang 
berkaitan dengan ketenagakerjaan. Program-program dan kegiatan-
kegiatan inilah yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi dinas 
dalam meyelenggarakan tugasnya. Suatu program dan kegiatan di atas 
memiliki indikator dan target kinerja agar ada yang bisa dijadikan tolak 
ukur untuk melihat keberhasilan atau seberapa efektifnya suatu program 
dan kegiatan yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan-
permasalah dan isu-isu strategis yang ada pada bidang ketegakerjaan. 
Adapun program kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. 
Pangkep di bidang ketenagakerjaan yang telah terealisasi pada tahun 
anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  
Tabel 1 
Program Kerja dan Kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 
Kab. Pangkep Tahun 2015 
No. Program/Kegiatan Anggaran 
1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 1,460,250,000 
  Pembangunan Balai Latihan Kerja 572,500,000 
  Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja 150,000,000 
  Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja 600,000,000 
  Pemeliharaan rutin / berkala sarna dan prasarana BLK 40,000,000 
  Monitoring, evaluasi dan pelaporan 31,450,000 
  
Sosialisasi dan pemantauan penetapan tenaga kerja dalam dan luar 
negeri 16,600,000 
  Pemagangan / praktek kerja industri / OJT 12,550,000 
  Analisis kebutuhan pelatihan 12,100,000 
  Pelayanan informasi pelatihan dan hasil pelatihan 25,050,000 
2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 209,251,000 
  Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja 21,200,000 
  Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja  24,026,000 
  
Pengembangan Kelembagaan produktivitas dan Pelatihan 
Kewirausahaan  164,025,000 
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Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Pangkep Tahun 2016 
Adapun program kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. 
Pangkep di bidang ketenagakerjaan yang telah terealisasi pada tahun 
anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  
Tabel 2 
Program Kerja dan Kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 
Kab. Pangkep Tahun 2016 
No. Program/Kegiatan Anggaran 
1 Program Peningkatan Kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja 2.068.960.000 
  Pembangunan Balai latihan Kerja  1.047.660.000 
  
Pengadaan peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari 
kerja 150.000.000 
  Monitoring, evaluasi dan pelaporan 21.450.000 
  
Sosialisasi dan Pemantauan Penetapan Tenaga Kerja Dalam dan 
Luar Negeri 43.650.000 
  Pemagangan/Praktek kerja industri/OJT 40.100.000 
  Analisis kebutuhan pelatihan 16.100.000 
  Pelatihan menjahit 150.000.000 
  Pelatihan teknik pendingin  50.000.000 
  Pelatihan operasi komputer 50.000.000 
  Pelatihan processing hasil perkebunan 50.000.000 
  Pelatihan peternak unggas 100.000.000 
  Pelatihan bahasa inggris 50.000.000 
  Pelatihan tata rias 50.000.000 
  Pelatihan service komputer 50.000.000 
  Pelatihan servis mobil bensin 50.000.000 
  Pelatihan las listrik 50.000.000 
  Pelatihan kerajinan marmer 50.000.000 
  Pelatihan instalasi penerangan  50.000.000 
2 Program Peningkatan kesempatan kerja 200.000.000 
3 
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 
Ketenagakerjaan 266,191,000 
  
Fasilitas Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian perselisihan Hubungan 
Industrial 88,355,000 
  Fasilitas Penyelesaian Prosedur dan pemberian Perlindungan Hukum  57,300,000 
  Sosialisasi Berbagai Peraturan pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan 66,136,000 
  
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum 
terhadap K3 39,000,000 
  Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15,400,000 
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  Penyebarluasan informasi 100.000.000 
  Penyiapan tenaga kerja dan siap pakai 30.000.000 
  Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan 70.000.000 
3 
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 
Ketenagakerjaan 288.000.000 
  
Fasilitas penyelesaian prosedur, penyelesaian peselisihan hubungan 
industrial 92.850.000 
  
Fasilitasi penyelesaian prosedur, pemberian perlindungan hukum 
dan jaminan sosial ketenagakerjaan 83.550.000 
  
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang 
ketenagakerjaan 57.300.000 
  
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum 
terhadap K3 12.700.000 
  Monitoring, evaluasi dan pelaporan 41.600.000 
Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Pangkep 2016 
Berdasarkan kedua tabel di atas, dapat dilihat bahwa Dinas Sosial 
dan Tenaga Kerja Kab. Pangkep mengandalkan 3 (tiga) program pada 
bidang ketenagakerjaan. Yakni program Peningkatan Kualitas dan 
produktifitas Tenaga Kerja, program Peningkatan Kesempatan Kerja, dan 
program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. 
Berkaitan dengan fokus penelitian yakni pengawasan hubungan 
kerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Pangkep, 
menurut Ibu Suriati Usman selaku Kepala Bidang Pembinaan dan 
Pengawasan Ketenagakerjaan mengatakan bahwa:74 
“pengawasan hubungan kerja yang kami lakukan yaitu dengan 
memonitoring semua perusahaan-perusahaan dan pekerja/serikat 
pekerja dan mengevaluasi mereka. Disini kita melihat bagaimana 
perjanjian kerjanya antara perusahaan dengan pekerja apakah 
telah sesuai dengan peraturan atau tidak. Selanjutnya bagaimana 
mereka melaksanakan perjanjian kerja tersebut, apakah mereka 
melaksanakannya sesuai dengan apa yang tertuang dalam 
perjanjian kerja mereka”. 
 
                                                          
74 Wawancara pada tanggal 4 November 2016 
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Berdasarkan wawancara di atas, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 
Kab. Pangkep melakukan pengawasan hubungan kerja dengan 
memonitoring dan mengevaluasi perusahaan-perusahaan dan 
pekerja/serikat pekerja dengan melihat perjanjian kerja dan pelaksanaan 
dari perjanjian kerja tersebut. 
Menurut Andi Sudirman selaku Kepala Seksi Pengawasan 
Ketenagakerjaan mengatakan bahwa:75 
“kami tidak melakukan pengawasan saja, kami juga melakukan 
berbagai macam program dan kegiatan yang berkaitan dengan 
hubungan kerja yakni sosialisasi, bimbingan teknis, dan pembinaan 
terhadap perusahaan ataupun serikat pekerja guna tidak ada lagi 
yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam hubungan kerja. 
Untuk jenis pelanggaran berkaitan dengan hubungan kerja yang 
sering terjadi di Kab. Pangkep yakni pelanggaran terhadap upah, 
syarat-syarat kerja dan pemutusan hubungan kerja. Maka dari itu 
kami memiliki program yang memfasilitasi jika terjadi pelanggaran 
dalam hubungan kerja agar dapat menjamin keadilan bagi 
perusahaan dan pekerja/serikat pekerja”. 
 
Bapak Idrus Takin selaku Wakil Ketua Serikat Pekerja Citra Metro 
Putra menambahkan:76 
“bahwa memang benar Dinas Sosial dan Tenaga Kerja rutin setiap 
tahunnya memberikan sosialisasi dan monitoring pada serikat 
pekerja dan perusahaan. Dengan adanya program dari dinas ini, 
kami dari pekerja dapat lebih paham akan peraturan 
ketenagakerjaan, bagaimana jika terjadi perselisihan dengan 
tempat kami bekerja, hingga dinas memberikan perlindungan 
hukum terhadap pekerja jika terjadi penyimpangan yang dilakukan 
oleh perusahaan”. 
 
                                                          
75 Wawancara pada tanggal 4 November 2016 
76 Wawancara pada tanggal 5 November 2016 
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 Berdasarkan wawancara dengan narasumber di atas, demi 
menjaga hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja/serikat pekerja, 
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tidak hanya melakukan pengawasan 
dengan memonitoring dan mengevaluasi perjanjian kerja dan pelaksanaan 
perjanjian kerja antara perusahaan dengan serikat pekerja tapi juga 
melaksanakan program sosialisasi peraturan ketenagakerjaan, bimbingan 
teknis, dan pembinaan terhadap perusahaan dan serikat pekerja agar 
tidak ada lagi pelanggaran atau penyimpangan dalam hubungan kerja. 
Dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memiliki program memberikan 
fasilitas penyelesaian hubungan industrial, perlindungan hukum dan 
jaminan sosial ketenagakerjaan jika terjadi pelanggaran / penyimpangan. 
B. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Fungsi dan Tugas 
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dalam Pengawasan Hubungan 
Kerja Di Kabupaten Pangkep 
Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas 
ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna 
menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 
yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pengawasan 
ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang 
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada 
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota 
yang diatur dengan Keputusan Presiden. 
Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud, 
pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib 
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menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan 
kepada Menteri yang tata cara penyampaian laporannya ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri. Ketentuan mengenai persyaratan 
penunjukan, hak dan kewajiban, serta wewenang pegawai pengawas 
ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkep dalam hal ini 
sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah yang memiliki tugas untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan/urusan pemerintah daerah dalam 
bidang sosial dan ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan di 
Kabupaten Pangkep dilaksanakan oleh pegawai pengawas 
ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Pangkep. 
Pengawasan hubungan kerja merupakan salah satu tugas Dinas Sosial 
dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkep, yang dimana Pegawai Pengawas 
Ketengakerjaan Kab. Pangkep mengawasi hubungan kerja antara 
perusahaan dan serikat pekerja/pekerja. 
Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Dinas 
Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkep dalam pengawasan 
hubungan kerja berdasarkan hasil penelitian penulis adalah sebagai 
berikut: 
1. Faktor Sumber Daya Manusia 
Besar kecilnya kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah, selain 
berimplikasi pada besar kecilnya beban kerja yang harus diemban oleh 
kelembagaan pemerintah daerah tersebut, juga berdampak pada besar 
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kecilnya kebutuhan sumber daya manusia dan manajemennya. Oleh 
karenanya, untuk melakukan penataan kelembagaan daerah ketersediaan 
sumber daya manusia dan sistem manajemennya harus diperhatikan 
kaitannya dengan kesiapan daerah untuk melaksanakan berbagai 
kewenangan yang dimilikinya.  
Sumber daya manusia merupakan suatu ujung tombak dalam 
mensukseskan visi dan misi organisasi, sehingga pegawai diharapkan 
memiliki pengetahuan dan keterampilan, karena pengetahuan dan 
keterampilan merupakan determinan dari kemampuan yang hanya 
diperoleh melalui pendidikan formal dan non formal, sebab melalui 
pendidikan akan dapat membantu dan menambah pengetahuan untuk 
melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban bagi setiap manusia 
khususnya pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerjaan Kab. Pangkep, 
disamping itu kemampuan pegawai dimaksudkan sebagai kesanggupan 
pegawai untuk melaksanakan pekerjaanya. Kemampuan ini mengandung 
berbagai unsur seperti keterampilan dan intelektual bahkan sampai 
kepada sifat pribadi yang dimiliki, unsur-unsur ini juga mencerminkan 
pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang dituntut sesuai perincian 
kerja. Kemampuan sesunguhnya merupakan suatu unsur pelaksanaan 
kerja yang memungkinkan para pegawai untuk bekerja dengan cara 
tertentu. 
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Tabel 3 
Jumlah Pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Pangkep 
Pendidikan Tahun 2015 Tahun 2016 
S3 - - 
S2 6 6 
S1 49 51 
D4 - - 
D3 1 1 
D2 1 1 
D1 - - 
SLTA 9 5 
SLTP - - 
SD 1 1 
Jumlah 67 65 
Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Pangkep 2016 
Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah pegawai 
pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Pangkep pada tahun 2015 
sebanyak 67 orang dan pada tahun 2016 berkurang menjadi 65 orang. 
Dilihat dari jenjang pendidikan, jumlah pegawai yang berjenjang strata 
satu (S1) lebih dominan dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang 
lain. 
 Menurut Suriati Usman selaku Kepala Bidang Pembinaan dan 
Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. 
Pangkep mengatakan bahwa:77 
                                                          
77 Wawancara pada tanggal 4 November 2016 
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“dalam pengawasan ketenagakerjaan kami disini mengalami 
kekurangan sumber daya manusia, yakni untuk PNS fungsional 
Pengawas Ketenagakerjaan 3 tahun terakhir tidak ada, sedangkan 
untuk PNS struktural Pengawas Ketenagakerjaan 3 tahun terakhir 
berjumlah 2 orang yakni saya sendiri dan Kepala Seksi 
Pengawasan Ketenagakerjaan”. 
 
Bapak Andi Sudirman selaku Kepala Seksi Pengawasan 
Ketenagakerjaan menambahkan bahwa:78 
“iya memang benar yang dikatakan Ibu Suriati Usman terkait jumlah 
pengawas ketenagakerjaan, hanya saya dan dia. Saya berharap 
ada penambahan pegawai pengawas ketenagakerjaan, karena 
perusahaan di kabupaten pangkep ini berjumlah 224 perusahaan 
dan serikat pekerja/buruh sebanyak 51.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di atas, bahwa 
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkep hanya memiliki 2 
(dua) pegawai pengawas ketenagakerjaan. Yang dimana pegawai 
pengawas ketenagakerjaan tersebut mengawasi 224 perusahaan dan 51 
serikat pekerja/buruh yang ada di Kabupaten Pangkep. 
2. Faktor Anggaran 
Anggaran merupakan alat bantu bagi manajemen dalam 
pelaksanaan fungsinya dan merupakan pedoman dalam usaha bagi 
pencapaian tujuan di masa akan datang, sebagai rencana dan sasaran 
tertentu, anggaran membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana 
yang merupakan dasar pengendalian dan pengkordinasian kegiatan dari 
seluruh bagian-bagian yang ada dalam suatu pemerintahan. Dengan 
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adanya suatu rencana maka seluruh kegiatan yang ada saling menunjang 
dan secara bersama menuju sasaran yang telah ditetapkan. 
Dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah suatu rencana yang 
terinci dan sistematis yang meliputi seluruh kegiatan dalam instansi 
pemerintahan yang dinyatakan dalam satuan monoter dan rencana masa 
depan untuk jangka waktu tertentu dan disusun secara formal, artinya 
bahwa anggaran tersebut disusun dengan sengaja dan bersungguh-
sungguh dalam bentuk tertulis. 
Menurut Suriati Usman selaku Kepala Bidang Pembinaan dan 
Pengawasan Ketenagakerjaan mengatakan bahwa:79 
“salah satu faktor penghambat kami dalam melaksanakan 
pengawasan ketenagakerjaan (hubungan kerja) adalah anggaran. 
Permasalahan-permasalahan yang ada pada bidang 
ketenagakerjaan cukup banyak, dan program-program maupun 
kegiatan yang kami lakukan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit. 
Seperti program sosialisasi peraturan tentang ketenagakerjaan, 
pembinaan kepada perusahaan dan serikat pekerja/buruh, dan 
bimbingan teknis memerlukan biaya yang banyak, belum lagi 
monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pengawasan 
hubungan kerja”. 
 
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Suriati Usman, faktor 
keuangan atau anggaran merupakan salah satu faktor penghambat 
pelaksanaan pengawasan hubungan kerja oleh Dinas Sosial dan Tenaga 
Kerja Kab. Pangkep. Karena dalam melaksanakan program dan kegiatan 
kerja memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk menjalankan program-
program dan kegiatan-kegiatan pada pengawasan hubungan kerja. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 
sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Pangkep dalam pengawasan hubungan kerja yaitu 
berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) yang berisi program-
program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam 
melaksanakan tugasnya dalam pengawasan hubungan kerja Dinas 
Sosial dan Tenaga Kerja memonitoring dan mengevaluasi 
perusahaan-perusahaan dan pekerja/serikat pekerja, serta 
melakukan sosialisasi peraturan-peraturan tentang 
ketenagakerjaan, bimbingan teknis dan pembinaan terhadap 
pelaku hubungan kerja demi terciptanya hubungan kerja yang baik 
antara perusahaan dan pekerja/serikat pekerja tanpa terjadi 
pelanggaran/penyimpangan. 
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan 
hubungan kerja oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten 
Pangkep adalah faktor sumber daya manusia yakni kurangnya 
tenaga pengawas ketenagakerjaan dan faktor anggaran yang 
kurang untuk pengawasan ketenagakerjaan di Kabupaten 
Pangkep. 
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B. Saran 
Adapun saran penulis berdasarkan kesimpulan di atas adalah 
sebagai berikut: 
1. Sebaiknya pelaku hubungan industrial harus memahami dengan 
baik peraturan-peraturan tentang ketenagakerjaan agar tidak 
ada lagi terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam 
hubungan kerja. 
2. Sebaiknya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkep 
mengusulkan untuk penambahan tenaga pegawai pengawas 
ketenagakerjaan dan anggaran untuk mendukung program 
pengawasan ketenagakerjaan khususnya hubungan kerja agar 
tugas dan fungsi dinas dapat berjalan dengan baik.   
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